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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Pustaka  

1. Pengertian Perjudian  

Kata “perjudian” sebagai salah satu jarimah,
1
 dalam Kamus al-

Munawwir Arab-Indonesia, berarti maisir atau khomarun,
2
 sedangkan 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan 

bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya).Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai 

uang atau barang berharga sebagai taruhan.
3
 Kaitannya dengan Islam 

perjudian masuk dalam jarimah ta’zir.  

Menurut bahasa, ta’zir merupakan bentuk masdar dari kata “’azzara” 

yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.
4
 Sedangkan menurut 

istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang 

tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya.
5
 Ta’zir 

adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak 

diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai 

dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta’zir ini sejalan 

dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki 

                                                 
1
Jarimah adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, 

baik terhadap fisik, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, dan perasaan 

maupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Lihat: Mustofa 

Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam; Fiqih Jinayah, Pustaka Setia, Bandung, 

2013, hlm. 33.  
2
Ahmad Warson al -Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Pustaka 

Progressif, Yogyakarta, 1997, hlm. 1155  
3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

2002, hlm. 479.  
4
A. Jazuli, Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2000, hlm. 14. 
5
Masrum, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm. 139. 
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perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan 

tindakan yang sama.
6
 

Ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang 

hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dikalangan fuqaha, jarimah-

jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan 

dengan jarimah ta’zir. Jadi, istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman 

dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).55 

Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur 

perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya 

mendapatkan keuntungan atau kerugian
7
 

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga 

darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, 

judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan 

(harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari  

pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur : (1) 

adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi), 

(2) ada suatu permainan, yang digunakan untuk menetukan pihak yang 

menang dan yang kalah, dan (3) pihak yang menang mengambil harta 

(sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (murahanah), 

sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. 

2. Dasar Hukum tentang Perjudian  

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa 

yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, 

berdasarkan firman Allah dalam al-Quran: 

                                                 
6
Imam Al -Mawardi, Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah, Terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “ Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam 

Takaran Islam”, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hlm. 457.  
7
Yusuf Qardhawi, (Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam),Terj.Wahid Ahmadi Halal dan 

Haram dalam Islam, Era Intermedia, Surakarta, 2007, hlm. 423.   
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Artinya:  

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 

keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 

tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya 

kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari 

keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 

supaya kamu berfikir (Qs. Al-Baqarah:219)
8
 

 

                             

                        

                             

             

Artinya:  

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud 

hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran 

(meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 

mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu).” (Qs. Al-Maidah:90-91)
9
 

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua 

perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain 

maupun lingkungan dilarangnya para pelaku tindak kejahatan tersebut 

harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadialan 

                                                 
8
Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 219, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir 

Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 48.    
9
Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 90-91, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir 

Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 118.     
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yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk 

menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah 

perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota 

masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan 

seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, 

menjaga masyarakat dan tertib sosial.
10

 Di sisi lain pemberian suatu 

hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari’at Islam, yaitu 

merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan. 

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang 

karenanya ayat al-Qur'an itu diturunkan, menurut kitab-kitab tafsir 

disebutkan sebagai berikut: ”Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang 

dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas)”. 

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar 

baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu: 

a.  Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi. 

b.  Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat 

c.  Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia 

terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena 

mengharapkan harta yang diragukan tibanya. 

d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber 

kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.
11

 

e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula 

berbagai tindak kriminal lainnya. 

3. Macam-macam Perjudian  

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan perjudian dan 

menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Umpamanya 

pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola 

bisa menjadi obyek judi. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, 

                                                 
10

A. Djajuli, Op. Cit, hlm. 25.   
11

E.Syibili Syarjaya, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 

263.  
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anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan 

tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan 

untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di 

kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif 

kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu 

dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-

orang atau kelompok-kelompok tertentu. 

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan 

beberapa macam perjudian yaitu: 

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:
12

 

a.   Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari: 

1)   Roulette 

2)   Blackjack 

3) Bacarat 

4) Creps 

5) Keno 

6) Tombala 

7) Super Ping-Pong 

8) Lotto Fair 

9) Satan 

10) Paykyu 

11) Slot Machine (Jackpot) 

12) Ji Si Kie 

13) Big Six Wheel 

14) Chuc a Cluck 

15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan 

16) Yang berputar (Paseran) 

                                                 
12

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1)  
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17) Pachinko 

18) Poker 

19) Twenty One 

20) Hwa-Hwe 

21) Kiu-Kiu 

b.  Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian 

dengan: 

1)  Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak 

bergerak 

2)  Lempar gelang 

3) Lempat uang (coin) 

4) Koin 

5) Pancingan 

6) Menebak sasaran yang tidak berputar 

7) Lempar bola 

8) Adu ayam 

9) Adu kerbau 

10) Adu kambing atau domba 

11) Pacu kuda 

12) Kerapan sapi 

13) Pacu anjing 

14) Hailai 

15) Mayong/Macak 

16) Erek-erek. 

c.  Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain 

perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: 

1) Adu ayam 

2) Adu sapi 

3) Adu kerbau 

4) Pacu kuda 

5) Karapan sapi 
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6) Adu domba atau kambing 

7) Adu burung merpati 

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang 

terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu 

tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan 

berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak 

merupakan perjudian. 

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang 

mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori 

perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. 

4. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana  

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah 

tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau 

tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka 

kesejateraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan 

mungkin kacau sama sekali. 

Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih 

dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno 

dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, “Hukum pidana adalah bagian 

daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-

dasar aturan untuk: 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan 
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c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut
13

 

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu 

masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata 

negara, hukum tata pemerintahan dan sebagainya. 

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan 

subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi 

subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. 

Manusia selaku subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban di 

dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak 

jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu 

berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan 

kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, 

masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, 

yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi 

ketertiban dan ketentraman. 

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu 

dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang 

bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang 

posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya 

tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma 

hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam 

kehidupan masyarakat. 

Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan 

mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. 

Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. 

Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya 

dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap 

                                                 
13

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.    
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si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang 

dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan 

artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap 

pelanggaran tersebut. 

Perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 

memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 

bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut 

diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut: 

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi 

pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-

banyaknya dua puluh lima juta rupiah 

2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan 

menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya 

diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya 

empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat 

(2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
14

 

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah 

seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam 

Pasal 303 KUHP yang bunyinya:
15

 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana 

denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa 

mendapat izin: 

(a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk 

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau 

dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu; 

(b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada 

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta 

                                                 
14

Tim Penyusun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 dan 303. 
15

Ibid.,   
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dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk 

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya 

sesuatu tata cara 

(c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. 

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 

pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan 

pencaharian itu. 

(3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di 

mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada 

keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih 

mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan 

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara 

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 

pertaruhan lainnya. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang 

ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, 

sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. 

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas 

bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah 

memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi 

pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. 

Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk 

ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di 

pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan 

terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut 

yang sebenarnya dilarang. 

5. Perjudian Ditinjau dari Norma Agama  

Negara Indonesia adalah negara Pancasila, agama merupakan salah 

satu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlihat dalam urutan sila-
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sila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada dalam urutan 

pertama. Mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi seperti yang 

dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45 alinea ke IV juga terdapat dalam 

Pasal 29: 

a. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaannya itu.
16

 

Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu 

agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila 

pertama Pancasila juga Pasal 29 ayat (1) UUD'45). Dikatakan termasuk 

bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara 

RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan 

keagamaan, terbuka dengan adanya departemen (kementrian) agama di 

dalam susunan pemerintahannya. 

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam 

pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak 

menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di 

dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu 

disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat 

menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. 

Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari 

Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di 

akhirat kelak. Jadi di dunia ini kurang dapat dirasakan, untuk itu terhadap 

orang yang kurang imannya tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan 

yang tidak baik tetapi bagi orang yang mempunyai iman hal itu tidak akan 

terjadi karena kepercayaan bahwa walaupun bagaimana sanksi tersebut 

pasti dirasakan pada hari akhirat nanti. 

                                                 
16

Tim Penyusun, Undang-Undang Dasar 1945, Arloka, Surabaya, 2002, hlm. 8.   
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Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam 

Kitab Suci Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi: 

                             

                  

Artinya:  

”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Al-Maidah:90)
17

 

 

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam 

melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga 

demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan 

permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati 

dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda 

menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian 

ini termasuk cara yang terlarang, dan apabila harta dimakan berarti ia 

memakan barang haram, bila dipakai untuk usaha berarti juga 

menggunakan modal yang dilarang oleh Islam dan jika hal tersebut 

dibelanjakan di jalan Allah, maka Allah juga tidak akan menerimanya. 

6. Perjudian dalam Pandangan Masyarakat  

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. 

Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi 

kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka 

tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas 

maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas 

bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta 
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membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia 

luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan 

sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh 

buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh 

masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan 

ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk 

memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan 

perjudian. 

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh 

dikatakan pemalas, tapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan 

berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian 

semakin subur. Dari sisi mental, mereka yang terlibat dengan permainan 

judi ataupun perjudian, mereka akan kehilangan etos dan semangat kerja 

sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan 

berjudi. 

Seorang Antropologi dari Universitas Diponegoro Semarang, 

Nurdin H. Kistanto, mengatakan “Sangat sulit untuk mampu memisahkan 

perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang 

Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging”
18

 

Dalam keseharian banyak sekali orang Jawa yang tidak tahu besok 

makan apa, hal itu sudah merupakan bentuk judi dengan nasib. Aspek 

kultural tersebut menurut beliau yang semakin menyuburkan perjudian. 

Dari sisi budaya juga demikian, telah lama dikenal bentuk-bentuk judi 

seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah 

menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur tepatnya di Pulau 

Madura terkenal dengan Karapan sapi, Pulau Sumbawa dengan lomba 

pacuan kuda dan di daerah Sulawesi-Selatan serta Pulau Bali dengan adu 
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ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh 

rakyat jelata sampai pangeran dari kalangan istana yang mempunyai 

kedudukan dan status terhormat. 

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan 

peningkatan setelah masuknya kebudayaan Cina yang menawarkan kartu 

sebagai alat bantu untuk perjudian. Akibatnya judi atau perjudian menjadi 

sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal 

yang sangat mudah untuk dilakukan. Dengan infrastuktur yang murah dan 

mudah didapat orang bisa melakukan perjudian kapan saja, mulai dari 

kartu, dadu, nomor sampai pada menebak hasil pertandingan sepak bola, 

tinju atau basket di televisi ataupun radio. 

Metode penjualan dan penyebaran judi atau perjudian semakin 

bervariasi, sebagai contoh yang paling banyak diminati jenis togel (toto 

gelap) yakni semacam undian SDSB atau porkas (dulu), tapi nomornya 

lebih sedikit, yaitu 4 nomor tebakan, atau 2 nomor tebakan terakhir yang 

sering disebut BT (buntur/ekor), atau bisa juga 1 nomor tebakan (goyang 

atau colok) yang bisa keluar di urutan mana saja.
19

 

Judi togel penyebarannya ada yang secara terang-terangan 

membuka di rumahnya, dengan menempelkan hasil atau angka yang ke 

luar secara mencolok, kemudian secara berkeliling dari pintu ke pintu 

menawarkan, dan cara terakhir biasanya para pembeli menghubungi 

pengecer lewat telepon. 

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan 

cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan 

memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku 

masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri 

dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian 

mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya 

dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia. 
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Beberapa contoh permainan seperti tersebut di atas, maka jelaslah 

apa yang sebenarnya yang dimaksud pengertian judi oleh masyarakat, 

yaitu setiap permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau 

dengan tidak mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, 

bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang 

meliputi; 1) Ada permainan atau perbuatan manusia, 2) Bersifat untung-

untungan atau tidak, 3) Dengan menggunakan uang atau barang sebagai 

taruhannya Jadi yang dikatakan judi, harus memenuhi tiga unsur tersebut 

di atas. 

7. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian  

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan 

mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata 

perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut”
20

 

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah: 

a.  Kelakukan dan akibat (=perbuatan). 

b.  Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

d. Unsur melawan hukum yang obyektif. 

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
21

 

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat 

syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana 

adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, 

sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul 

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak 
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patut dilakukan karcna bertentangan dengan atau menghambat akan 

terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh 

masyarakat. 

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan 

sebutan Straf baar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrecht matige, 

met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person. Tindak 

pidana menurut Simmons sebagaimana dikutip oleh Sudarto, terbagi atas 

dua unsur yakni:
22

 

a.   Unsur obyektif terdiri dari: 

1)   Perbuatan orang. 

2)   Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut. 

3)   Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut 

b.   Unsur subyektif: 

1)   Orang yang mampu untuk bertanggung jawab. 

2)   Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan 

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljanto, “Straf 

baar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 

dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 

(strafwaarding) dan dilakukan dengan suatu kesalahan”.
23

 

Peran hukum terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan 

bermasyarakat. Dengan wibawa dan daya gunanya itu semakin berperan 

serta dalam upaya menstrukturisasi kehidupan sosial, sehingga struktur 

kehidupan sosial masyarakat dapat diubah dan dikembangkan ke arah 

kehidupan bersama yang lebih maju, lebih menjamin kesejahteraan dan 

kemakmuran bersama yang berkeadilan yang menjadi tujuan hidup 

bersama dalam bermasyarakat. 

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah 

semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang 

paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi 
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dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat 

disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban 

semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke 

tingkat yang paling tinggi. 

Erwin Mapaseng dalam sebuah dialog mengenai upaya 

pemberantasan perjudian mengatakan bahwa: 

“Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa 

menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin 

yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga 

Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang 

mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu 

dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat 

sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk 

membantu penuntasan kasus perjudian”
24

 

 

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 

tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut sebagai tindak pidana 

perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak 

pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci 

baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 

tentang Penertiban Perjudian. 

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 

disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak 

pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman 

hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah 

tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. 

8. Sanksi Hukum Perjudian  

Sanksi pidana pada Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 

belum mengakomodasi norma hukum Islam dan pelanggaran terhadap 

pasal tersebut dianggap persoalan duniawi, perlu memasukan norma-

norma Islam tentang maisir.  
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Maisir/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-

Qur’an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu 

pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka 

larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan jarimah ta’zir. 

Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah 

satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan 

dengan tindak pidana jarimah ta’zir.
25

 Dalam al-Qur’an disebutkan 

hukuman tentang jarimah ta’zir sebagai berikut: 

                     

              

Artinya: 

”Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita 

gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada 

Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan 

bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (Qs. Al-Fath:8-9)
26

 

 
 

Jarimah ta’zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua 

jarimah selain diancam dengan hukuman had, kifarat, dan qishas diyat 

semuanya termasuk jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir dibagi menjadi dua: 

Pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash 

Al-Qur’an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, 

Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya 

diserahkan pada manusia. Syara’ hanya memberikan ketentuan-ketentuan  

yang bersifat umum saja.
27

 

Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap 

jarimah ta’zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang 

seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari’ah hanya 
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menentukan sebagian jarimah ta’zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang 

selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan 

titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. 

Sedangkan sebagian jarimah ta’zir diserahkan pada penguasa 

untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan 

kepentingankepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan 

nash-nash (ketentuan syara’) dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud 

agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-

kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya 

mendadak.
28

 

Perbedaan antara jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara’ dengan 

jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau jarimah ta'zir 

macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi 

perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi 

jarimah ta'zir macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak 

dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.
29

 

Hukuman ta’zir ialah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-

jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum 

syari’at yaitu jarimah hudud dan jarimah diyat. Hukuman tersebut banyak 

jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang 

terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-

hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah 

serta diri pembuatnya.
30

 

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat 

diterapkan kepada pelaku jarimah ta’zir. Jenis hukuman tersebut adalah 

hukuman kawalan (kurungan), jilid (dera), pengasingan, pengucilan, 

ancaman, teguran, dan denda.
31
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a. Hukuman Kawalan (Kurungan) 

Hukuman kawalan dalam syari’at Islam, yaitu hukuman kawalan 

terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak 

terbatas di sini adalah dari segi waktu).
32

 Batas terendah dari hukuman 

ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi 

kesepakatan. Ulama-ulama Syafi’iyyah menetapkan batas tertinggi 

satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam 

zina.
33

 Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan itu tidak ditentukan 

masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai 

terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.  

b. Hukuman Jilid  

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syari’at Islam, 

di mana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya, 

misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk qazaf, sedang untuk 

jarimah ta’zir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah ta’zir 

yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan.
34

 

Dalam surat al-Baqaraħ (2) ayat 219, Allah SWT menjelaskan bahwa 

khamar dan al-maysir mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat 

bagi manusia. akan tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat 

yang dimaksud ayat itu, khususnya mengenai al-maysir, adalah manfaat 

yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang, yaitu beralihnya 

kepemilikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa usaha yang 

sulit.
35

 Kalaupun ada manfaat atau kesenangan lain yang ditimbulkannya, 

maka itu lebih banyak bersifat manfaat dan kesenangan semu. Al-

Alusiy
36

 menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu kesenangan kejiwaan, 
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kegembiraan yang timbul dengan hilangnya ingatan dari segala kelemahan 

(aib), ancaman bahaya (الخطرات المشوشة) dan kesulitan hidup ( والهموم

 .(المكدرة
Pada bentuk permainan al-mukhâtharaħ, pihak yang menang bisa 

memperoleh harta kekayaan yang dijadikan taruhan dengan mudah dan 

bisa pula menyalurkan nafsu biologisnya dengan isteri pihak yang kalah 

yang juga dijadikan sebagai taruhan. Sedang pada bentuk al-tajzi`aħ, 

pihak yang menang merasa bangga dan orang-orang miskin juga bisa 

menikmati daging unta yang dijadikan taruhan tersebut. Akan tetapi, al-

maysir itu sendiri dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar 

yang dilarang oleh agama Islam. 

Penegasan yang dikemukakan pada suat al-Baqaraħ (2) ayat 219 

bahwa dosa akibat dari al-maysir lebih besar daripada manfaatnya 

memperjelas akibat buruk yang ditimbulkannya. Di antara dosa atau risiko 

yang ditimbulkan oleh al-maysir itu dijelaskan dalam surat al-Mâ`idaħ (5) 

ayat 90 dan 91. Kedua ayat tersebut memandang bahwa al-maysir sebagai 

perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Di 

samping itu, al-maysir juga dipergunakan oleh setan sebagai alat untuk 

menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, terutama 

para pihak yang terlibat, serta menghalangi konsentrasi pelakunya dari 

perbuatan mengingat Allah dan menunaikan shalat. 

Menurut Ibn Taymiyah,
37

 Syari' melarang riba karena di dalamnya 

terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedang larangan 

terhadap judi juga didasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan 

tersebut. Riba dan judi diharamkan al-Qur'an karena keduanya merupakan 

cara penguasaan atau pengalihan harta dengan cara yang batil ( أكل المال
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 Oleh karena itu, segala jenis kegiatan mu'amalah yang dilarang .(بالباطل

Rasulullah SAW, seperti jual beli gharar, jual beli buahan yang belum 

sempurna matangnya, dan sebagainya, bisa termasuk dalam kategori riba 

dan juga termasuk dalam kategori judi (الميسر; spekulasi). 

Lebih lanjut, Ibn Taymiyyah
38

 menjelaskan bahwa ada 

dua mafsadaħ yang terdapat di dalam judi, yaitu mafsadaħ yang 

berhubungan dengan harta dan mafsadaħ yang berhubungan dengan 

perbuatan judi itu sendiri. Mafsadaħ yang berhubungan dengan harta 

adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. 

Sedang mafsadaħ yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan 

penguasaan itu sendiri, adalah mafsadaħ yang bersifat efek samping yang 

ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Sementara masing-masing 

dari kedua mafsadaħ itu memiliki larangan secara khusus. Secara 

tersendiri, penguasaan terhadap harta orang lain dilarang secara mutlak, 

walaupun tindakan itu dilakukan bukan dengan cara perjudian, seperti 

larangan memakan riba. Sedang terhadap tindakan yang melalaikan dari 

mengingat Allah dan shalat, serta tindakan yang menimbulkan 

permusuhan juga dilarang, walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan 

cara menguasai harta orang lain dengan cara yang batil, seperti meminum 

khamar. Oleh karena di dalam judi itu terdapat duamafsadaħ sekaligus, 

maka pengharamannya juga lebih kuat dibanding riba dan minum khamar. 

Oleh karena itu jugalah pengharaman judi itu lebih dulu dibanding 

pengharaman riba. Beliau juga menegaskan bahwa dari berbagai aspeknya, 

pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab 
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diharamkannya riba dan meminum khamar ( وشمول الميسر لأنواعه كشمول

39.(الخمر والربا لأنواعهما
  

Al-Qurthubiy
40

 menceritakan bahwa 'Umar menerapkan hukuman 

(hadd) dengan cambukan berkali-kali dan mengasingkan peminum 

khamar, Muhjan al-Tsaqafiy, yang secara sengaja dan membangga-

banggakan perbuatannya. Padahal Muhjan termasuk salah seorang anggota 

pasukan umat Islam yang sangat pemberani. Ia diasingkan 'Umar dan baru 

dibolehkan kembali ke Madinah ketika ia sudah tobat dan ia pun ikut 

dalam peperangan Qadisiyah. Pada waktu itu ia bersumpah tidak akan 

meminum khamar lagi selama-lamanya. 

Al-Alusiy
41

 menjelaskan bahwa kemudaratan yang dapat 

ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri 

merupakan cara peralihan (memakan) harta dengan cara yang batil, adalah 

membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, 

menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga (إضاعة العيال), 
kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, 

berperangai keji ( الشنيعة الرذائل ), sangat mudah memusuhi orang lain. 

Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang 

sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), 

tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-

olah ia telah menjadi buta dan tuli. Selain itu, perjudian akan membuat 

pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa 

memberikan keuntungan berlipat ganda.  
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Kebiasaan suka berangan-angan atau panjang angan-angan 

memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Kebiasaan seperti itu 

sangat dikhawatirkan Nabi terjadi pada dirinya dan pada umatnya. 

Pernyataan itu dapat ditemukan dalam hadis beliau yang berbunyi: 

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليو و سلم : إن أخوف 
ما أتخوف على أمتي الهوى و طول الأمل فأما الهوى فيصد عن الحق و أما 
طول الأمل فينسي الآخرة و ىذه الدنيا مرتحلة ذاىبة و ىذه الآخرة مرتحلة 

وا من بني الدنيا قادمة و لكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم أن لا تكون
فافعلوا فإنكم اليوم في دار العمل و لا حساب و أنتم غدا في دار الحساب و 

 42 لا عمل)رواه البيهقي(
Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah 

SAW: 'Sesungguhnya yang aku takutkan terhadap umatku, seperti yang 

aku takutkan terhadap diriku, adalah (mengikuti) hawa dan panjang 

angan-angan. Karena hawa akan membelokkan dari kebenaran dan 

panjang angan-angan akan membuat lupa kepada akhirat. Padahal dunia 

ini hanyalah tempat (jalan) yang akan ditinggalkan dan akhirat adalah 

tempat yang akan didiami selamanya. Kedua tempat itu akan memiliki 

anak-anaknya (bani; keturunan). Jika kamu mampu untuk tidak menjadi 

bani dunia, lakukanlah. Karena kamu hari ini (di dunia) adalah 

perkambpungan untuk beramal, tidak ada hisab. Sedang besok (di akhirat) 

kamu akan berada di kampung perhitungan, tidak ada amal di sana". 

(HR. al-Bayhâqiy). 

 

Pernyataan kekhawatiran Nabi, khusus tentang panjang angan-angan, 

dalam hadis itu hanya diikuti oleh satu alasan, yaitu "akan membuat lupa 

kepada akhirat". Namun demikian, para intelektual muslim memberikan 

penjelasan yang cukup rinci, dari kacamata psikologis, tentang dampak 

negatif panjang angan-angan itu. Menurut al-Fadhil bin 'Iyadh, di samping 

empat sifat kejiwaan lainnya, panjang angan-angan merupakan pertanda 

bahwa si pemiliknya (akan) mengalami hidup susah (celaka). Hal itu 

terlihat dari pernyataannya berikut: 
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خمس من علامات الشقاء القسوة في القلب و جمود العين و قلة الحياء 
 و الرغية في الدنيا و طول الأمل

Ada lima pertanda hidup susah, yaitu hati yang kesat, mata yang kaku 

(picik), kurang rasa malu, sangat mencintai dunia, dan panjang angan-

angan. 

Sedangkan menurut al-Qasim, panjang angan-angan adalah 

penyebab dari semua jenis kemaksiatan manusia. Lengkapnya pernyataan 

al-Qasim tersebut adalah sebagai berikut: 

صل المحبة المعرفة وأصل الطاعة التصديق وأصل الخوف المراقية وأصل أ
 43المعاصي طول الأمل وحب الرئاسة أصل كل موقعة

 

Fondasi cinta adalah pengetahuan. Fondasi taat adalah pembenaran. 

Fondasi khawf (ketakutan kepada Allah) adalah pendekatan diri keapda-

Nya. Sumber kemaksiatan adalah panjang angan-angan. Dan kecintaan 

kepada kekuasaan adalah sumber dari semua bencana (politik) 

 

Al-Ashbihaniy
44

 menyebutkan beberapa dampak lain yang sangat 

fatal dari sifat panjang angan-angan ini. Di antaranya adalah mendorong 

palakunya malas berusaha tapi sangat berharap pada sesuatu yang 

dijanjikan, takut kepada makhluk tapi tidak takut kepada Allah, berlindung 

kepada Allah dari (aniaya) orang yang ada di atasnya (lebih kuat atau lebih 

kuasa) tapi tidak berlindung kepada Allah terhadap orang yang ada di 

bawahnya, takut mati tapi tidak berupaya memaknainya, mengharapkan 

manfaat ilmu tapi tidak mengamalkannya, sangat yakin pada keburukan 

(kemudharatan) kebodohan dan mencela orang yang melakukannya tapi 

tidak sadar bahwa ia juga sesungguhnya dalam hal yang sama, selalu 

melihat orang yang lebih dalam hal harta tapi melupakan orang yang 

berkekurangan, takut kepada orang lain karena kesalahan terbesar yang 

dilakukannya tapi mengharapkan manfaat dengan amal paling ringan yang 
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dilakukannya. Masih sangat banyak dampak negatif dari sifat ini, yang 

semuanya memberikan kesimpulan bahwa adalah logis kalau Allah dan 

Rasul-Nya mengharamkan judi dengan segala jenisnya. 

Dengan pertimbangan rasional saja, karena sedemikian besarnya 

bahaya yang ditimbulkannya, mestinya perjudian tersebut sudah harus 

ditinggalkan dan dinyatakan sebagaiperbuatan terlarang. Sehubungan 

dengan ini, al-Sathibiy
45

 menjelaskan bahwa karena bahaya yang terdapat 

pada judi (dan khamar) jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka 

ditinggalkanlah hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan pekerjaan 

tersebut hukumnya menjadi haram. Hal itu sejalan dengan kaidah 

syar'iyyah yang mengatakan: 

 أن المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم للمفسدة
Jika (dalam satu kasus) kemudaratan lebih dominant daripada maslahah, 

maka hukum memihak kepada kemudaratan. 

Untuk substansi yang sama, al-Alusiy
46

 mengemukakan formulasi 

kaidah yang sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh al-Sathibiy. 

Al-Alusiy mengatakan sebagai berikut: 

 ضت تحريم الفعلفإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة أقت
Sesungguhnya apabila mafsadah lebih dominan daripada mashlahah, 

maka perbuatan tersebut ditetapkan haram hukumnya.  

B. Hasil Penelitian Terdahulu  

1. Marcy Marlando yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus 

Perjudian Sepak Bola Via Internet” menjelaskan bahwa asas legalitas 

dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar 

mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang 

penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi 
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masyarakyat dan hak asasi manusia. Maka sistem pembuktian berdasarkan 

KUHAP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan 

hukum pembuktian terhadap perkara Cyber Crimes seperti perjudian via 

internet, sebab modus operandi kejahatan dibidang Cyber Crime tidak saja 

dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit 

menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak 

pidananya. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi Undang-undang 

Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.   

2. Sugeng Tiyarto, yang berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana 

dalam Rangka Penanggulangan Perjudian” menjelaskan bahwa pengaturan 

tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-

undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Namun kebijakan 

formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa 

kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan 

jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak 

pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan sistem 

maksimum umum yang di anut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi 

pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. 

Kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di masa yang akan 

datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi 

hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau 

perkembangan tindak pidana perjudian dengan bersaranakan teknologi 

canggih.  

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan, ini terlihat dari alur pemikiran 

penelitian yang peneliti lakukan di mana dalam penelitian yang peneliti 

lakukan menitikberatkan pada sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana 

perjudian menurut hukum pidana Islam dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang 

penertiban perjudian. 
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C. Kerangka Berpikir 

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan 

norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi 

penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Secara nasional, 

perjudian mempunyai efek negatif dan merugikan terhadap moral dan mental 

masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu 

penyakit masyarakat yang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses 

sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena 

itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, dari lingkungan 

terkecil sampai lingkungan yang lebih luas agar terhindar dari efek negatif 

yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian 

Perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak  pidana (delict) 

yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 2 UU No. 

7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai 

kejahatan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman 

nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan 

individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang berpotensi mengancam 

ketertiban masyarakat.  

Penegakan hukum untuk menanggulangi pelaku perjudian melalui UU 

No. 7 Tahun 1974 Pasal 2 adalah merupakan upaya penanggulangan dengan 

menggunakan pendekatan represif. Upaya penanggulangan dan pencegahan 

semacam ini menunjukkan banyak kelemahan, antara lain penegakan hukum 

yang belum maksimal, lebih menekankan upaya penindakan daripada 

pencegahan, dan lain-lain.  

Bentuk kelemahan tersebut di atas, menyadarkan umat Islam dalam 

upaya mencegah tindak pidana perjudian dan lebih mendahulukan pendegahan 

daripada penindakan. Pencegahan tindak pidana perjudian perspektif hukum 

Islam sekaligus meletakkannya pada kepentingan duniawi dan ukhrowi, yang 

melanggara mendapatkan dosa dan yang menghindari mendapatkan pahala.  
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Bagi individu yang tidak menyadari norma-norma tersebut di atas, 

penindakan merupakan jalan terakhir yang hukumannya dianalogikan dengan 

tindak pidana (jarimah) peminum khamr atau disesuaikan dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia.    


